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ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat 3 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan 
Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan 

/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota 
membentuk TIM Pemeriksa Kesehatan yang terdiri dari unsur 

Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan 
Himpunan Psikologi Indonesia dalam pemeriksaan kesehatan 
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dalam wilayah 

kerjanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu 
membentuk TIM Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018; 
bahwa pembentukan TIM Kesehatan sebagaimana dimaksud 

point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 

Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 

Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 
Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679): 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor I 
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoncsia 
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilhan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan / atau Walikota Dan Wakil Walikota; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 
 

 
Menetapkan Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal 

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.  
 

 
CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 November 

2017. 
 


